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KATAPENGANTAR

Assalamu alaikum Warrakhmatullah Wabarrakatutr.

Dengan memanjatkan puji 4an spkur kehadirat Allah S.W.T., karena atas berkat dan innayah-
Nya, penulisan buku prosiiling Seminar Nasional dengan judul "pembangunan Ilukulnl
Mewujudkan Agenda Reformâsi di Era Globalisasin rlapat diselesaikan sebagaimara
mesrinyâ. Penulisan bulu ini merupakar pcnerbilù dâri kegiatan Seminar Nasiorial yang
diselenggara-kan Fakultas Hukum Universitas tâmpung-

Iatar_belalarg diadakan seminat, karena globaljsasi ekonomi sekarang ini a<Jdai nanifestasi
yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi inteinasional. Dalam waktu
belakangan ini, perusahaan manufaktur menyebar keseluruh ània, dengan pembagial daerah
operasi melâmpaui batas-batas ûegam, pemsabaal-perusalaan tidak lasi meÀDroauhi,selù1rh
produk di sâtu neSara sâjâ- Manajemen diberbagai benua. penugasan frsonelïdak tâgi terikal
pada batrasa. batas negara dan kewârganegaFan.

Pada masa lalu bisnis intemasional hatr]â dalam bentuk ekspor-impor dan penalarnan modal.
Kini trangil€i menjadi beraneta ragam dan rumit seperti kontrak pe-mbuatan bararg, waralaba,
rlnbâ:I leli ."tulTk9y-proJ'ect," alih tekrologi, aliansi strategis inrerrrasional, aLtivitài finansial,
dan lain-lain. Globalisasi menyebabkan berkembangnya sàing ketergantungan pelakar-pelâk;
ekonomi -dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi rnelewaii batas-bitas iegara-
meniDgkatkan inteDsitas petsaingan.

Gejâla ini alipercepat oleh kemajuan komuaikasi dan tansportasi telnologi. Manalala ekonorni
menjadi tgrintegrasir harmoûisasi hukum mengikutinya. Teùentuknyâ wlo (World Ttade
O€adzation) telah didâhului atau diihrti oleh terbentuhya blok-blok ekonomi redonal seperti
Mas,.arakat Ercpa, NAI'IA! AFTA dan APEC. Tidak ada kortradiksi antara regiànahsasfdan
globalisasi perdagangan. Sebalikrya, integrasi ekonomi global mengharuskan teiciptalya blok-
blok perdagan_ gan baru. Bergabung dengar WlO dan kerjasamà ekonomi regi;tral benrti
mengembaagkan instihtsi ]ary demolcatis. memperbaharui mekanisme pasar, dan
memfu ngsikaa sistem hukum.

Bagairnana juga karaltteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan alolat J,alg
besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekotomi juga menycbabkan terjadinya giobaùsasi
hukum, globalisasi hùL:um tersebut tidak hanya didasarkân kesepakatan intemasiônal antar
bârgsa, tetapi juga pematraman tradisi hukurn dan buda)â antara Bâl:at dan Timur. Globalisasi
huhrm teùadi melalui usaha-usaha stand3risasi hukum, ântara lain melalui perjanjian-
perjârjian internasional. cenelal Agreement on Tariff and Trade (GA|I.T) misainya,
mencântuml:an bebùapa keterhran }ang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaiàn
dengan penanaman modal, hâk milik intelekual, dan lasa prinsipprinsip Aùon-
Discrimirmtion,' 'Most F.unured No,tion," "Nc.tional Treatmen4" lranspareicg"-

Globalisrsi hulrun menghendaki adanp pembangunan hukum lang sejalan dengan globalisasi
dunia. Pembangunan huLum juga merupakân salah satu tuntutà âgenda tËfo.Àasi f"rrg
dicanangkaû sejak tahun 1998. Pemerintah telctr mengupayakan mewujudkan agenda reforâasI
d_i era globalisasi melalui penerbitan-pemturan pen:adang-uadangan, antara lairid""gan adanya
Ketetapan-Ketetapar MPR dan pembuatan undang-mdang di bidang politib ekonomi, hâk-hàk
asasi manrsia,. dan setragainl.a. Tetapi, rnasih terdapat undang-undang yang belum mengalami
pembanan. Di samping ifu, pembuatan peraturan perundang undangan 1,âng bam banyak



mengalami tendala dan hambatan dalam pelaksaaaannya karena berbagai kelemahan dalam
undang-urdâng tersebut.

Meskipun telah memasuki waktu 13 tahun reformasi, kineda aparat penegat dan penerap
hukurn-qasih tetap ili- pandang rendah- leningkatan profesionalitas dan kesËiahtenai ap-.:t
penegak dan penerap bul.um yang telah Jl;l-akukan pemeriotah ternlzLa hra_og'signiÂkan diam
penrntkâtan pelaksanaan .qenega\an huktrm )ang ditunjukkan dengan masin banyalnya
masalat-masalâh ketidakâalilan dalam mâs,ârakat. Bâhkd banyal muncul pula ka.;_kasi*
mafia hukum yang melibatkar aparat penegak bukum seperti polÉ, jaka dan h'akim.

Pembalgunan budaya hukum dengan semalgat reformasi belum menunjuTkan perkembangan
yang berarti sebiogga upaya-upa1a unhrk mewujudlan .bukum progresil- dan keadian
subslantif masii jauh dari barapan. Babl*n dalam penegaran hulrn- rnàsil dominan adanya
penggunan hulum kelrrasaal dao peryalahgunaan wewenang.

Berdasarkân hal-hal teFcbut di atas, Seminar Nasional tentang pembangunan Hukum:
Mewujudkan reformasi di era globalisasi lang diselenggarakar paf-uhas lIul:um Universitas
IampunS sângal. pelùt.tg *1fr menghasilkan pemikiùn-pemikiran tentang pembângunan
luq- -yunq terdiri dari pembargunar di bidang subsfarsi bukum. apararur"penegak h"ukum
dar budaya bukum.

Pen5.rmùng _mengucapkan tedmâ kâsih )ang sebesar-besarrya kepada semua pihak yang telah
membantu dalam ketiaLan seminar dan penyàesaial penulisan buiru ini laitu:'L Gubernur Prcviûsi Iampung

Dr- Marwan Effendi, SH, MM (Jamwâs Kejatsaan Agung RI)
Pimpinan Komisi Pernberantasan Tindâk pidana fonrpù GCf nf)
Kepala Dinas Penrlidikan Provinsi I-ampung
Kepala Diûas Pekerjaân Umum Provinsi Iampung
Prof. Dr. Sugeng P. Hù}?nto. MSc. (Reltor U;ive$itas Lampung)
Dr. Heryandi, SH, MS (q. Dekan Fakultâs Hul<um Unila) - -
Dr- Eildy Rifai, SH, MH (Ketua laboratorium Hulcrrn Fakultas Hutnm Unilâ)

Dengan penerbitân bukr ini dihampkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak langnemedukann;za terutarta dari kalangân mahasiswa hulrrm dan iratàsi hi*urn ârtË
diharapkan dapat menjadi sumbaog saran dalam pembangunan di bidang hukum.

PenJ rnting merasakan bahwa penulisan buku ini masih jaxh daii kesempurn:BD. Oleh karera
itu, penulis mengharapkan âdanla kritik dan saran dari semua pihak

Wassalâmu alaikqn Warraïhrnatulah Wabâûakâhrh-

2.
3.
4.

6.
7.
8.

Baûdar lampung, Mei 2o1t
Pen ratirg,

Khaidir Anwar', dkl<



DAFTARISI

halaman

PERAN JAKSA DAI,AM PEMBANCUNAN HUKT]M INDoNESIA: MEWUJUDKAN AGENDA
REFORMASI DAN ERA GI,OBAIJSASI (MARWAN EFFENDI)

AGENDA POLITIK HUKI]M DAI^AM PEMBANGUNAN HUKT]M ERA GLOBÀLISASI DAN
REFORMASI (KADRI HUSI19

MASYAR-AKAT, BUDÀYA HUKTJM DAN TGARIFAN I'KAL (MENUJU PEMBANGUNAN
HUKUM DEMI PERWI]JIIDAN AGËNDA RIFORI/LASr DAN ERA ct OBALTSASI)
(I GEDE AB WIRNNATÀ)

PERAN PENEGAK HUKIJM DAIÀM PEMBANGUNAN HUKUM IJNTUK MEWI]JUDKAN
AGENDA REI,ORMASI PADA ERAGTOBALISASI (WAHyU SASONGKO) :rr

HUKUM EKONOMT INTERNASIONAL DAI-AM ERA CLOBAIJSASI YANG MULTI DIMENSIONAI
DAN PENGARUHNYÀ TERI.IADAI' PEMBANGUNAN HIJKUM EKONOMI INDONESIA(KI-IÀIDIRANWAR) 

47

POLITIK HUKI]M PANCASIIA DAI-AM PEMBANGUNAN HUKI]M INDONESIÀ DI ERA
REFORMASI DAN GLOBAIISASI (HERYANDI) ss

?ENEGAKAN HUR{IM PEMBERANTASAN TINDAT PIDANÀ KORIJPSI UNTI]K MEWI'JUDKAN
REFORMASI DI ERAGTOBALISASI (EDDYRJFAI) 73

PERAN IIAKM AGI]NG SEBAGAI PEMBAI{ÀRU HÛKUM IJNTUK MEWIJJUDKAN
PENGADIIÂN YANG BERSIH (YI'SWANTO)

BTJDAYA HUKUM DAIjM PEMBANGUNAN HUKUM MEWUJUDKAN AGENDA RNFORMAST
DAN ERA GLOBAIISASI (HAMZAH)

zuITAN IMPIÀMENTASI FRE/ËS ERMÉ'SSEN DENGAN ASAS-ASAS I]MIJM PEMERINTAHAN
Y-{NG I-AYAR DAI-AM SISTEM NEGARA HUKUM MODERN DI ERA GIOBALISASI
(SYAMSTR SYAMSL)

STRATEGI PEMBANGUNAN HUKT]M NASIONAL DAI"AM RANGKA PEMBERAI{TASAN
TINDAK PIDANA KORI]PSI DI ERA REFORMAS.I (SIIAFRUDDIN)

?ANCASII-A SEBÀGAI MARGIN OF,EPPNSCIATION PEMBANGT]NAN HUK{JM
DI INDONESIÀ (MARONI)

}TARMONISASI PEMBÀNGI]NAN H{JKT]M TANAH NASIONÀL (FX. STTMARJÂ)

PEMBAIIARUAN PAJAK DAERAH DAI-AM RANGKA MENINGKAT(AN PENDÀPATAN ASU
DAERAH (NURMÀYANI)

Dn4OKRASI DAI,I IIAKASASI MANUSIÀ DAIéM KONSEP NEGARA HuKttM (eUO UADIS
DEMOKRASI DAN IIAM DI INDONESIA DI ERA GI,OBAIISASD GI.N,TE NETA)

RÊSTRT]KTT]RISASI REGIJI].SI TENTANG TANGCUNG JÀWAB SOSIAL PERUSAIIAAN'l-lNG BERIGARIFAN IOIA\L DAI-AM RrUqcKA PEMBANCUNAN HUKUM
\{sIoNAl, (SUNARYO)

8r

99

ro7

117

129

r4r

151

159

t67



GIOBAIISASI DAN PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA(PENDEKATAN HUKUM ISITM) (AMNAWATT) -- 
L7s

P-OLITIR HUKUM BIDANG EKONOMI DAI,AM PEMBANGIJNAN HI]KUM PERUNDUNGANKoNSUMEN- p^r ERA cr,oBAL (ANALrsrs rERrrADAp trunalrc_r_rrôeliè'r"ôïiiuur,r
1999 TENTANG PERLTNDIJNGAII KoNsrrMEnt tanUal zaZ[O tB7

HUBT]NGAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA IGTERKAITANNYA DENGAN KONSEPSI
MASrARAKATADAT DAL{M ttpAyA MEwIJJuDKAT{ecmlle neroiwrÀi---"-'
DI ERA GLOBAIISASI (AHMAD SALEH)

PEIAKSANAAN PROCRAM I-A-IANAN RAKYAT TJNTUK SERTIFIKASI TANAH (I.A.RASTTA)
MENUJU PEMBANGIJNAN HUKTJM AGRARTA (ATT YUN]ATD

IMPUKASI PERUBAHAN I]NDANG-IJNDANG DASAR TAHUN 1945 TERHADÀP sIsTEM
KETÀTANEGARNAN INDONESIA (MUIITADI)

PERÀN MASYARARÀT DAIÀM PEMBA].IGIJNAN HUKUM TEIO{OIOGI INFORMASI DAN
RANSAKSI ELEKTRONIK {JNTUK MEWUJI]DKAN AGENDA REFORMASI
DI ERA CIOBALISASI (DIANNE EKA RUSMAWATI)

(MAT?RAKTIK DAN PEI-AYANAN IGSEIIATAN DI ERA REFORMASI DAN GI'BALISASI
(KASMAWATD

r97

207

229

INDIKAIOR KEPENTTNGAN EKONOM1 DA]-AM PEMBENTUKAN HUKUM MEW'JUDKAN
AGENDA REFORMASI DAN ERÂ GIOBALISASI (SITr AZIZAJT) 239

IGTENTUÀN MENCENAI TERORISME DAI-AM HUKT'M INTERNASIONAI, DAN
IMPL]KASINYA BAGI INDONESIA(WIDYAKRI]IINASARI) 253

PEMBANGIINÀN HUKTIM NASIONAI: INTERNALTSASI IIUKUM ISI;M SECARA
EKLEKTIS (ZUIXÂRNAIN RIDLWAN) 265

PEMBAI{ARÛAN TERHADAP PERATURAN DISIPLIN PECAWAI NEGERI SIPIL SETEIÀI{
DIBERI.AXUKANNYA PERATURAN ?EMERINIAH NoMoR 53 TAHUN 2o1o(EKADEVIANT) 273

UKCENSI PEMBAHARUAN HUI{JM PIDANÀ DAI-AM MEWUJI]DKAN AGENDA
REFORMASI HUKIIM DI ERA GIOBAL (FITRI SETIYANI) 28r

PEMBAI-IARUAN SISTEM OTONOMI DAERAH DAI-AM MEWUJUDKAN AGENDA
REToRMASTMENUJUMASYARA(arYANGSEjAHTERA(SATRIAPRÂYOGA) 2s7

KEBIJÀXTU{ PEMBANGIJNAN HUKIJM KEIAIIÀTAN PERDAGANGAN oRANG DI ERA
GIoBÀLISAST (HENISISWANTO) 

3(J1

D/IæÀSI DAN,R.ESTOR,4TIW JUSTICE DN,A\IPERSPEKTIF PENYELESAIAN PERKAÀA
ANAKYAIIG BERKONFUKDENGAN HIJKUM (DIAH GUSTINTATT MAUtÀNr) 3rs



Pan.ùsilo sebqoi Mergin ol Appecidtioa Pembrngunan

PANCASIT.A SEBAGAI II4ARGIN OF APPRECIATION
PEMBANGUNAN H{JI(UM DI INDONESIA

Oleh

Marcni
Staf Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univemitas Lampung

Abstrak: Sistem hukum suat:.t bangsa tidak d.tpct dileposkan <lari konteks
manusianya karena hularm adq dan dipenntukkan untuk kehidupan manusia,
batgsa Indonesia hendak membangtm sistem hukum yang berkarakteristik
indonesùt (sktem huiatm Pancasila), naka bcngsa lndoneia alituntut untuk
mengartiian hukum tiCak hqnAo terpakl! dengan kerja logikaieduktif semata
gang mosuk ranah legalistik-dogm^tik d4n empirik-positiuistik, melainkan juga
huktm hanrs dibargrm secara humanis-partisipatoris, bermoral, hukrm buken
wtuk hukum melainkan unùrk mo:nlaiq dan masVdr.rkat Qogikq-induktifl.
Pancosiûz sebagai 'margin of appreciation" Aaib! usaha untuk selalu menempatkan
ideologi negara Pùncqsiia sebagai actan qta.r rujuko:n delam setiap langkah
hulatm, seperti proses pembuotan undang-undang, proses pnegafuan hukum,
prases pencrnamqn kesedoxn huhrm ralqa\ bahkan dalam peneNapan ui materiil
$urliciel reuiew) yang dilakukan oleh Mahk@mah f,onstihrsi. Pancadla mentpakan
cita hukluon, mqka nilai-nilai Vang terdnpai dalam Psncasilq mempunVai îllngsi
konstitutif gang mer-enatkan apakah tate hulc.tm b.donesie merapakqn tatq hukum
gamg bewr, d<ttr disamping itu menpungai furtgsi regulatif gdng menentukan
apal<ah hukrm positif yung berlaku di Indonesia mer.upakan hukum gang adil atau
tidak Sedangkan Panrcasila sebagai torrna hukum tetttnggi, dalam hal ini sebagai
pokok-pokok pikiran pembukaan hulo.tm dasar yang menciptakan Ilnssl-pasal
hulatm doscr tersebut, menenntkqn isi dan ben1rk lapL<an-lapisan httkum
Iebih rendah.
Ko'ta I<.rtrrcî: Pembuqurun hukum, Pancasila.

gong

I. PENDAHULUAN

Pembangunan sistem hukum nasional larrg berodentasi pada falsafah hukum
Pancasila di era imrsisi dan globalisasi saat ini dirasakan sangat mendesal! ini
mengingat waiaupun bangsa Indonesia telah lebih dari 6o tahun merdeka dan telah
beberapa kali terjadi perubahan struktui kekuasaan/pemerintahal namun sistexr
hukumnya masih sangat kental diwarnai oieh nilai-nilai sistem hukum kolonial
ftuitur liberal dan individual). Padaiai sistem hukum suatu bangsa tidak dapat
dilepaslian dari konteks manusianya karena hukum ada dan diperuntukkan uaLrk
kehidupar' manusia. Oleh sebab itu norma hukurrr selalu mengaodung kuitur hukum
masyaratat yang membentuknya . Alasan di atas sesuai pendapat Satjipto Rahardjo
bahwa hukum itu butan institusi yang jatuh dari langiq melainkan beraLar pada
suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan
sebagai ibu yang menlusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menpsui
hukumnya dengar sekalian nilai, sejarah dan tradisinya.
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Apabila ùangsa Indonesia hendak membangun sistem hukum yang berkarakterl=,Indonesia (sistem hukum pancasila), ,nàku burrg". I.à;;;i;' àitor,tot uiir'
:::.*.f 1'9.h,1!ll.!du,k b"ll terpaku densan kela togika-deJukrif semab Ja:_
lT_l*,.I-un legatrstik-dogmarik.tan enrpiii_k_positivisiiic melalnkan juga hùÙ:
narus dthangunseqtra humanis_partisipatoris, berrnorai, hulclm bukan untuk hul:a
ri!ela[rKan unîuk rnanusiâ Car maSaralrat fl ogika_induktil).

Undang-Undang--Dasar Negara Republik Indonesia Tehun 1945 rnerupakar sumh._
nuRum }?ng paling mendasar, hul-um terti,oggi yang mengandunq nilai asas d::norma )"Dg .harus dipatuhi, dijunjung tinggi.'aa,i Ait"Ëanu,r,ai datam serÈpengamtllan keprrtusan.dan/dtâu kebijakar huhrm haik oleh pemerinta_h, legisiat_dan Dadan-badan yudisial, serta rakat pada umumnj:". OIeh karena itu di daja_
sistern hukum nasional yarg hendai diËangun a"" puf 

"rcn"-nË-dalam ben,*r,
polrtik_ bukum nasional, harus tetap dlaga dan diperta}ankan semnngat dan nilaniiai fundamental yarr,g terkaadung aâàm aasai tAsafafr 

""g*"-iïno"ltu yu=
termuat dalam Pembukaan UUD rq+S dan seturub pasal pasaliya sebagai landad
falsafah dan korstitusinai negara.

Usaha bangsa lodonesia untuk menciptakan hukum nasiorraj sebagai peûggar:
hukry-huÈr:m kolonial telah di.cl:1";,sejaL-rU""esia ÀpioiJ,-m*"it ip*i. tâ'gg.
:7 +F,ttq 1945 sebagai negara rnerdeka dan IruD t94l sebagai frut Ùn aasarnr:_.rroKlaûrasl kemerdekaan menuntut pembaharuan atau penggàntian atas hu-L-ult_

!*T: ry1-gcd* ,ama,r penjajahân ;"p*e à*-À"i^iààl!ËiîË]ir. ditilar da_suclur tata huhim maka proklarnasi kemerdekaan mcrupakan ùndat-an pcrombaic:
secara tctal. proHamasi kernerdekaan telah rnembawa ind;;;;;à; idealita d2:realita huhrm 1ang lain dari sebelumnya. proklamasi kem;;t;kâ;;i"fù *""goi*_tradisi masyarakat riari keadaan tegâjah_ menjaai ;""y;;k^ùJ; (merdeka.
Tujuan lukum pun harus berubah secara UertaiUn d#GJ;r ;;p"rtalanka:
pan yglegtarikan penjajahan menjadi mengisi t ".".a"f."*-àËs;'"tos iang lug!l*b{ $y rc";uiaban menjadi liebang.aà. n"og- d"Àiki;i".eî"r,îna* r,rLr-menunrur Kon_seÀ-uensi adanya perulahan hukum posihf yang berlaku sebelumn,,_
Î:i"f l"d:*: Staatsres<lins (tS\. Aisemene BLp"ti";;'r;; vi;s""t;;;';",,,î:i::::: 

-.Y);_2i,9:r:ti!:. yet.i,.'ek tEW), wetboek-von KoophaÂcret '(\ritl.
?.1:.?:"r, ""n Strahecht (W.\'f). dan segala keteutuan perundaag_undargan yar,
l]I:ïTyl pada rnasâ penjaja,ban.. Usaba rersebut tebih dikonfurkan iagi paùunun 1?b3 )artu J'ada waktu diadakannya Seminar Hukum Nasiond pËrtàma
dengan pokok-pokok oikiran tentang potitik pemUinaàn huio- i"âon""io yalt" t,hukum lndonesia dibina sesuai dengan 

. 
tingkat_tingk"i ;;i;;;ï i; perLrbinra_

1"-*:""9il:gyl -.1îlud", 
,F\"i r,,d; ;;î;; '"-"grï iià*g a""g,.mempernauKaD ct .crr khâs dan tingkat perkembanga_n masyarakat sedarrai.

Walaupun telah melakukan usaha pembaiaruan, namun kenyataannya saat in.
1l:n"31 . f:.:*ran perundang-u-ndurgu" p"ning;;I"r, r..-r.1riJ-l"r"na" y*g
Ïarslh,bertaku 

dan adaoya produk peru nda ng_undangan nasional peninggalan zamar
::î." ,:111. {î"c, mualannya lebih banlak unhrJ< metindungi kepËntingâ ketompot
:ï,"ï":il-.jt91^9Tfaqa kepcnïngan masyaralar. Berdasârkan inveÀLaflsosi 1àrEurraKuKan t,adan Pembtnaan Hul,rrm Nasional. terdapat sekitar 3BO peraturan dari
masa kolonial yang masih berlal<u. Di anta,ranya adutah onàaÇu"'à*iiuul au.*"tiarg pada dasamya bersifat semenlara. Namun sangat ai"ayi"ekàn,-pàfitit nùkumbangsa rndonesia saat ini tidak mendukung kearuï t;Ës;ri;'Ëritu-_trutum
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colonial. Sebagai contoh dari sebanyak zB3 Rencana Undang-Undang (RUU) dalam
Progr_am lægislasi Nasional (Prolegnas) 2oo5-2oo9, iranlà ada sàtu RLtU yurrg
meru'nah hukum kor.I'niai yaitu RUU Kitab Undang-Undang-Hulem pidana (KUHP):
Sedangkan berdasarkan pelacakan Masyarakat Transparanii lndonesia er4ff) balwa
seb_anyak 5:8 Keppres yang dikeluarkan Soeharto selâma periode 1993_199g, tercatat
72 Keppres yang bermasala,\ (13,36 perserr).

Berdasarka.n latal belatang di atas, permasalaiaû yang akan dikaji adalai mengapa
masih ada hukum positif tndonesia saat ini belurn màncerminkan nitai_nilai mloral
dan 

. 
njlai-nilai hulc.rm yang, terkandung dalam pancasila dan bagaimanakah

yenJadrkan Par'-casila sebagai margin of appreciation pembangunan huÈ.um di
Ildonesia?

II. METODE PENELITTT{N

Pe.nel]tian ini adalah .penelitian ncrmatif atau doktrinal, )tsng mengkaji prlnsip_
prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila .elaiui peâorial aauin
pembaagunan hukum di Indonesia. Data yang digunakan dalam iene)itian ini berupa
datâ sekunder-yarg diperoleh melalui study kepùstakaan, yang àiohh dan clianalisis
secâra kualitatif.

III. IIASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Èbelurr, membahas permrsalahan di atas. a-kan dikemukakan terlebih dahulu
f,atâsan pengertian Pan"'sila sebagai ,,margin af appreciatr'on" yaitu usaha untuk
:€ldlu menempatkan ideologi negara pancasila sebagai acrran atàu ruiu_kan dalam.etiap langkah iruL.um. seperti proses pembuatan undâg-undang. proses peregakan
oukum. proses penanaman kesadaran huL-um rakyat, bahkan dà;rn penèrapin uji
materiil fiudr'oal reuiero) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan penge.rtian politik hukum adalah suatu kebijalan neqara melalui ba<tal_
:adar 

. 
legislasinya dalam rentang \,aktu tertentu u;tuk men-ciptakan peraturan

:erundang-undangan yang dicita-citakân sehingga dapat berlatu'baik saât irri (ius
coisfltutum). maupun di_masa Srang akan datang (ius ;onstituendum). pengertian di
atas sejalan dengan pandangan Moh. Mahfud MD baà$a politik hul:um ad;hn legal
-:rolicy lang akan atau telah dilaksanakan secara nasional ôleh pemeriutai Indonèia'':ng meliputi: pertarno, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan
-mbaruan terhàdap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhal;
i:educ, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah aâa termasuk pànegasan fungsi
.:mbaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian'tersÈbut terlihlat
politik iukurn .mencakyp proses pernbuatan dan pelaksanàan hukum lang dapat
renunjukkaa sifat dan kearah mana hukum akan dibalgun dan ditegakkan.

-9abila meninjau,perjalanan perkernbangan hukum di Indonesia, tergambar bahwa
ipaya_ untuk melal:ukan pembaharuan (pembangunan) hukum nasional telah
:ilakukan sejak Indonesia merileka. Hal ini dikirenakan penyusunan Undang_
i- Ddang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diundangkan sehai sËtehl proklama-si
Kemerdekaal sebagai landasan kehidupan bernegara bangsa Indonesia merupakan
.reha pembahaman hrrlum lang sangàt mendasàr. Sehinlga semua peraturan dan
-erobaga hukum lang dibentuk kemudiàn termasuk huk:um féninggutan n"larrda yulrg
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masih .digunakan harus mengacu pada norma_norma yang terkandung dalar
Pancasila. darr 

-UUD 
1945. Oleh sebal_itu peraturan hukrim âir,!, 

""puti t ut"ro
Belan<ia tidak dapal begitu saja dapat diterjàma_hkan aata. UJuia'inaonesia rrnru..duadikan Hukum Indonesia. Terhâdap peraturan_peraturan asing tersebut masi:
{iferlu]<an. pengkajian yagg rnendalàm serta pen;,esuaiar-fenlesuaian denga:
Pancasila dan asas-asas hukum dalam UUD rgaj yang kita alrut sebagai pedo;a:
hidup berbangsa dan bernegara.

L-T{1:"}9S"i "urnber 
dari segala surnlær hukum trerdasarkan Ketetapan MpR R

No. IiI/MPR/2ooo tentang Sumber Hukum dan Teta Urutan peraturan perundans,
u.ndangan, meropakan pandalgan hidup, kesadaral aarr cit"_"lta t uLum, 

";;;iûcrre moral J,larg mjlputr suasana kejiwaan dall watat bangsa Indonesia yaitu cita-ciE
mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaaa trangsa, 

"perikemanusiâan, 
keadila:sosral, perdamarzùl rasional dan mondial, cita_cita moral tentang kehidupar

\elnasy_arakatan- dan keagamaan sebagai péngejawantafruo UuÀ-- À.ani -anu"i.q+T qit1n ini menurut lGrsil (1983: r5)'baÈr^a panO*s* hidrD, k"odaran da:crra-clta hukum serta cita_cita moral luhLrr yang meliputi suasaoà kejiwaan sert-:
1"-irtat banæa_ Indonesia itu pada tanggal rS Afrrstus i9a5. tJah aiinuroimn aa.dipadatkan oleh panitia persiapan KemerdeËan rna"irlri" îa" 

- 

na-a ruk e:
_Indon€a. menjadi dasar regara lepublik Indonesia, d;c"" ;;;";;iA-t"i;;
Yang Maha Esa; IGmanusian yang Adil dan séradaË; p;;;t";" Indonesia
Sj:!3,yl #T' Diqtup:n oleh--iri"kmat K"bit"k;;;'d;-'ii'#,,"yo*"ra,aa
:."*3gq; Keadrtan Sosuial Ba$ Selurui Ralç?[ lDdonesia. Scdanqkao menurut {
nÉrr-rùq ir. AnalTùmt, bahwa menuru! lruD l945daiam tata huk,.m yang berlaku br
bang_sa Indonesia, pancasita berada auurn dËr<JuJri.a.r Ëil;;;; cita huku:r(rechtsidee) maka paocasila berada datam t ta huku;i;;;;;:i" illËoo t".f"* aluar sistem uoma hukum; dan datam k".r"dG; ùù-;;;ki;^i* r*""r1,berfrrngsi secara konstitutif dan secara regulaÉr terhad;p nonlu_nor_" y*g ud-dalam sistem norma hu}om. Selaujutnl. 

""Éugui 
oor;; yu'ngl".ti;;''duf"- 

"i"t"o::i"y l:ET, ll9.î::,: ry"c bciasi dari Ëk.k_dJk ;ïh'.n ffig terkanduqoararn rembukaan UUD 1q4s, pancasija.merupalan norma dasar 
'(grundnorm.

menciptakan semua normâ-norma yang lebih .*aJ a"Ë* "i"i"- norma hukuEtersebut, serta menentukan berlaku ;taùd"k"yu ;;":;;;;"t#t""a.
Pancasila merupakan cita. hulum, maka nilai-nilai ]Eng terdapat dalam pancasil:
mempunyai. fungsi. konstiturif yang meneirtukan upntir, tuiâ-iruË- i"aorr"ri=nrÈruoat€n tcra lrukum laog benar. dan di samoing iru mempunyai fungsi regularf
l::g i;"1"t'lt,,\?i q paka_h hutum positif yang berick,i di r ndonesia"Àerupakan h ul"u.c
LLnl 1l',-?,uu, 

nonU. Sedangkan pancasiia sehagai norme hukum teAinggi. dâlam he,lnr seoagat pokok-pokok pikiran pembukaan Hukum Dasar yarg mencfrtakan pasal-pasal hultum dasar tersebut, menenrukan isi dan bentu_k lali"""iàpi"-if,"k"iy"rs

Mengingat di dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkau adanya konhadiksantara norma hukum yang rendai dan norma hukum yung t;tih'iioggl, _"ù
fli:lï_Ppi""ita sebagai norma hukum yaug .enggari""kun"pokok_pokàï pikirarpemDu(aaD.hukum dasar merupakan jaminaD tentang adanya lieserasian dan tidalaoanya pertentangan anlara pancasila.dengan norma bukum dalan,! peratûarperundang-undangan. Ketidak-serasian dan iertentangan ant;; ;;; norma dannorma hulqrm yang lebih tinggi menyebabkan t"daài"ya f"iiâaf.i<oÀtitusionalâil
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(unconstitutionality) dan ketidaklegalan (illegalitù norna teFebut dall karena itu
tidak trerlahr .

Kani.teristik irukum nasional Indonesia raenurut pancasila, adalah sebagai berikut:. Sila Kehrhanan YME, rnernberiiian inspirasi bahwa sistem hukum nasionai arus
bernapaskan rrroral religius yalg beradab, bukan berdasarkan hukum agama dari
suatu agama terlentu;

r Siia Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memtrerikan inspiqsi bahLa sistem
hukum nasional harus mengindahkan hak-hak asasi manusia; 

-

. Sila Persatuan Indonesia, akan memberikan inspirasi btrhwa sistem hukum
nasional harus mencerminkan jiwa dan rasa kèadilan bagi seluruh raicyat
Iniloneeia;

. Sila Kerai(yatan yang dipimDin oleh hiknat kebijaksanaan dalam
permusl'awaratan/ perwakila4 atan memberikan inspirasi bahwa sistem hukum
nasionai harus dirumuskan dengan mengikutsertakan atau memperhatikan
aspinsi dan rasa keadiiall selur.:h ralgat Indonesaa;

. Sila keaitlan sosial bagi seluruh ralgat Indonesia, akan mem-oerikan inspirasi
bahwa sistem hukum nasional tidak mengenal konsep keadilan yanc sernata-mata
l-l+$*p Lndividq melaintan juga keadilan yang menuju- teiselenggaranya
keseiahteraan bersama.

.1ù *1 ptlar grand 
_desig-n sisr-em dan politik hukun Nasional adatah prinsip

:ahwa_hukum mengabdi pada kepentingan bangsa untuk mernajukan n"guio aair
=enjadi piiar demokrasi dan tercapainya kesejahteraaa rairyat. Oleh karena itu
;roduk hukum yang dihasilkan adalah hulc.rm ya,rg konsiitea denean falsafah
\egara, mengalir dari landasan konstitusi UUD 1945 dan secara sosiolàgls menjadi
sarala untuk tercapainya keadilan dan ketertiban

Jersoalan mendasar, terkait grand design pembangunan Sistem dan politik Hukum
\asional, -ad"]r! bagaimana memLruat struktur sistem hukum (tegal slsiem) yang
;rndusif bagr keberagaman sub-sistem, keberagaman substansi, pengembangai
.:dang-bidang hukurn yang dibuhrhkan masyarakat, juga kondusif bagi ierciptaiya
..:adaran hukum rrâsyarakat dan kebebasan untuk meiaksanakan hak-trat< aàn
..:rrajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yatit berlaku, Tegasnya, harus ada
=bijakan hukum (legalpolicy) yang jelas untuk menciptakan ko;disi di atas. Sistem
::triurn dan konstitusi harus dapat merespon dinamika Can tantangan zaman dan
,; hi<iupan bernegara yang bertunipu pada konsensus reformasi. produk hukum yang
:Aasilkan harus mencerminkan aspek filosoûs, luridis, sosiologis dan hisùris;
-hingga kehiilupan bangsa darr negara harus berkesinarnbungan.

:-:rkembangan dan perubahan sosial lang demikian pesat sebagai alibat dari
:erkembangan teknologi dan industri, menghendaki hadiinya suatu tatarian hukum
r-:ag mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendaki maqarakat. Oleh karena
= agar fungsi cita hukum dapat mengakomodasi semua dinamika masyarakat lang
icrapleks seperti Indonesia maka dalam pen;,usunan peraturan perundang-undangai
:Eng bersifat demokratis harus mempresentasikan pèran hukum sebagai alat uniuk
=endinamisasikan masyarakat. Dalam konteks demikiaa, hukum merupakan suatu
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kebutuhan 1ang melekat pada kehidupan sosial. Hukum melayani anggota-anggota
masyaraliet dalam mengalokasikan kekuasaan, mendistribusilcn sumber daya.
melindungi kepentingan anggota-anggota masyarakat dan rnenjamin tercapainja
tujuan .vang telah ditetapkan dalarn masyarak?t. Dengan demikian cita hukum yans
berisi patokan nilai harus mewamai setiap prcduk peraturan perundang-undangar
sehingga ter,r'ujud tatanan hukrrm yang demokratis. 'Ianpa cita hukum maka produi
hulc,rm yang dihasilkan akan i<ehilangan maknanya.

Berdasarkan Buku Ilimpunan Perât'Jran Perundang-undangân menurut Sisten
Engelbrecht edisi zo06 }?ng diterbitkan cleh PT. Ichtiar Bam l'an Hoeve dan Badar
Pembinaan Hukum l{asional bahr.ra selama tahun r945--2oo8 jumlair peraturar
perundang-rurdangan Hindia Belanda yang masih berlaku (hukum positif d
lndonesia) seban].al( 58 buah. Agar peratur:an pemrrdang-undangan tersebut dapat
berfungsi dan dapat mewujudkar tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dar
kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia, maka peraturan peruldang-undaagac
tersebut hârus sesuâi dengân nilai-nilâi moral dan hukum bangsa Indonesià
Indonesia lang memilii<i cita hùLnm Pancasila darr sekaligus sebagai Normt
Fundamental Negara, maka setiap produk perâhrran penrndang-undangan harus
diwarnai dan dialiri nilai-nilai 1ang terkandung di dalam Pancasila.

Apabila bangsa Indonesia hendak membangun sistern hutum yang berkarakteristik
Indonesia (Sistem Hukum Pancasila), maka bangsa Indonesia dituntut untuk
mengartikan hukum tidak hanl'a terpa,lor dengan kerja lcgiF.a-deduktif semata yang
mâsuk raDah legalstik-dogmatik dan empirik-positivistik, melainkan juga hukur
harus tïbaagun secara humanis-partisipatoris, bermoral, hukum bukal untul hukun
melainkan untul( roanusia dan masyarakat (logika-inCuktit). Selain itu agar cit€
hukum Pancasila dapat terwujud daiam setiap produk perundang-undangal
Indonesia, maka proses pembentokannya tidak han]? melalui pendekatan yrrridis.
melainkan juga harus memperhatikan pendekatan sosiologis dan politis bahkar
filosofis.

Undang-Un<iang Dasar }legara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumbei
hukum yang paling men<iasar, hukum tertinggi larrg mengandung nilai asas dar
norma yang harus dipatrhi, dùuajung tinggi, dar dilaksanakan daiam setiap
pengambilan keputusan dan/atau kebljakan hukum baik oleh pemerintah, legislatil.
riar badan-hadan I'ûCusial, serta raLyat pada umumlrya. Oleh karena itu di dalarl]
sistem hukum nasional lang hendak dibangun dan pelaksanaalnta dalam bentuli
politik hukum nasional, haras tetap dijaga dan dipertahankan sernar.gat dan nilai-
nilai fundamental yang terkandung dalam dasai falsafah negara Pancasila yan3
ternuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan seluruh pasal-pasalnya sebagai landasar
fJsafai dan konstitusinal negara.

Di Indonesia sejak jaman Orde Baru, fungsi hu}.:um bukan lagi untuk mengatur
tingkah laku dan mempertahankan pola-pola lang sudair ada dalam masyarakai
tetapi hukum telai dijadikan samna untuk merealisasikan kebijaksanaan negara
daiam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Kondisi ini
rentan rmtuk inenjadikan hukum sebagai alat atau sarana untuk melindungi
kepentingan kelompok atau individu lang seolah-olah merupakan kepentingaû
masyaralat (perabentukan hukum secara konfiik).
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Apabiia dikaji secara kritis tergambar bahwa hukurrr positif Indonesia saat ini belun
seluruhnla mengandung nilai-nilai moral dan nilai-nilai hukurn sebagaimana lang
dikeherrdaki oleh Pancasila tian LIUD 1945. HaI ini mengingat masih bany'ak
peraturan perundang-undangan khususnya Keput'rsan Presiden (Keppres) lang
bemuansa kompsi, kolusi, dalr nepotisrne (KKN). Kondisi ini diketahui sebagaimana

lang diiakukar. oleh lvlasyarakat Transpararsi Indone.sia (MTI) yang melacak
Keppres yang bermasalah ilalam kurun wal.-tu 1993-1998. Tim ini dipimpir oleh
pai<ar hukum Prof Koesnadi Hardjasoernantri (saat ini almarhum) dibantu oleh
tenaga-tenaga muda dari Faluli,as Hukum Universitas Indcnesia. Pak Koes,
parggilan alcatr y/akil Ketua MTI ini, tiatak menampik Keppres yang bermasalah
sudah ada pada periode sebelumnla.

Dari pelacakan 528 Keppres ;ang dikeiuarkan Soeharto selama periode 1993-1998,
tercatat 72 Keppres yang bermasalah (1366 persen). Selain ihi 118 Keppres atau
22,35 persen dari Keppres yang ada merupakan ratifikasi perjaujian internasionai.
BiIa Keppres lelrg berupa ratifikasi ini ticlak diperhitungkal, presentase Keppres 

'Engmenyimpang mer.capai t7,56%. Artinla, dari lina Keppres yang dikeluarkar, salah
satunF bermasalah. Dan lima bidang yang dikaji, penyimpangar Keppres paling
banyak ditemukan di bidang perinilustrian dajl perdagangan (25 Keppres) serta
in.frasluktur (24 Keppres). Sementara penyimpargan Keppres paling sedii<it
diternukan padâ fasilitas untuk pejabat negara (3 Keppres). Penyimpangan Keppres
png berkaitan dengan abuse of power tercatat 12- Namud, Koesnadi menambabkan,
'Pada hakikatnya semua Keppres yang ment'mpaag terkait dengan abuse of power
aiarr penyelenggaraarr legara secara urrumrr.

Berikut ini aka:r dikaji beberapa contoh Keppres yarg tidak mengandung nilai-nilai
moral dan nilai-nilai hukum sebagaimana ]ang terkalalung daiam Pani:rsila dan
UilD 1945 yakri sebagai berii<ut:

(ù Keppres No. 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Inilone=ia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 balwn: Mobil na-sional yang dibuat di luar negeri oleh
tenaga kerja Indonesia dan memenuhi kandungan lokal yang ditetapkan oleh }{enteri
?erindustrian dan Perdagangan diberi perlakuan yang sama dengan mobil nasional

larrg dibuat di Indonesia.

Sedangkan Pasal z bahrva: Perlak:uan yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal
r hanya diberikan selerli untuk jaagka waltu paling lama satu tahun dan untuk
iumlah yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrial dan Perdagangan.

Keppres ini menyamakan mobil yang diproduksi di luar wilayah Indonesia sebagai
mobil yang diproduksi di dalam wilayah Indonesia. Tujuan keppres ini untuk
mernbebasi<an PT. Timor Putra Nasional (TPN) milik Tommy Soeharto sebagai
importir mobil tersebui dad pengenaan pajak. Akibat adanya keppres ini negara
dirugikan sebesar Rp 3, 14 Triliun. Kerugian terjadi, karela adanya penerbitan
Keppres tentang pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) Bamlrg
Meu'ah (BM) bagi impor mobil eks KIA dari (orea atas namâ PT TPN tersebut,
ditanggung oleh pemerintah.
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Adanya keCua keppres yang saling berkaitan terscbut dikarenakan Soeharto selak:
Presiden telah, menandatangani Pefaturan pemerintah No. 36 tahun 1996 }?r:
m-engâtur fâsilitas pembebasan Pajak penjualan (ppn) Barang UewaÉ nànla
diberikan kepada industri otomotif dalam negeri yang rtetrggunoLr" kandir_ngar
lokel sesuai dengar yang ditetapkan oleh Merrtrrerindag. etas ààsar Keppres No. 4_z
tahun 1996 PT. T?N nitik-Iommy Soeharto mendapat fasilitas pembèbasan paja,\
dikarenakan mobil yang rii produksi di korea tercebut dianglap dipro<iui,ci- d
Indonesia.

Sekedar mengingatkaù, Progmm Mobnas adaiah hak yang diberikan kepada pT
Timor ?utra Nasional (TPN) mempr.oduksi mobil raig,at dengan merek Timo:
(Teknologi Industri Mobil Ra-Llai). Tommy selaku presdir TpN menggandeng KL{
Motcr Corp dari Korsel untuk mevrujudkan program tersebut. pada Juni 1996 ;ilaiL
Soeharto mengeluarl.an Keppres No 42 tahun 1996 yang "menghalalirin" Tp\
mengimpor built up (CBU) mobil produksi KIA tanpa dibebani bèa masuk (BMj.
S1laJleyur. TP_N harus Ingmpekerjakan tenâga Indonesia sekaligus memprodutc:
mobil berkandungan lokal 6o persen dalam tempo 3 tahun. Ketentuan iersebur
gagal terp-eruhi. Awal 1998, Ditjen pajak lantas menagih pajak BM terhadap 39 ribt
unit mobil.

(2) Keppr€s No. 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil produksi dalam
liegeri

Berdasarken ketentual Pasal I bahwa:
o Pembelian cengkeh dffi parâ petani cengkeh dilakukan cteh KoDeicsi Uûit Desa

(KuD) dengan lLr!"ga dasarlang ditetapkan presiCen.

. KIJD meniual cengkeh hasil pembeli4n dari para petâli censkeh kepada badan
penyangga yang ditunju_k pemerinrah

Sedangkal k-etentuan Pasal z bahrra: Terhadap penjualan cengkeh oleh bada:
penyangga kepada pabrik rokok laetek atau konsumen lainrla dikenakar
Sumbangan Diversifikasi Tanamal Cengkeh (SDTC) lang besarnya Rp r5o (seratrr.
lirna puluh rupiah) untuk setiap kilograrn.
Kep_pres ini sarat dengan nuansa KIC{ dikarenatan pada 11 April 1992 saat preside.
Soeharto.mengeluarkan Keppres Nomor zo tahun r99z tentang Tata-Niaga Cengkeb_
Keppres itu me[gatur petani harus menjual cengkeh ke Kopeiasi Unit Éesa liUluntuk. kemudian diiual ke BppC, seiuai haiga yang ditetapkar pemerintal
Pemerintâh saat itu menetapkan harga cengkeh dengan Inpres Nômor r-tahun rg9:
sebesar Rp 7,-ooô dan Rp 6.000 untuk pei irilograÀnya. ialu, diubah berdasariar
Inpres Nomor 4 tahun 1996 sebesar Rp-B.ooo per kg. BppC kemudian mendapa:
pinjamar lunak sebesar Rp t75 nilyar dari dana kreàit hkuiditas Bank Indoneiia
(IOBI) _Fng harus 

-digunakan untrk membeli cengkeh langsung dari petani untu!.
meningkatkan taraf hidup petani. letapi harya 3ô perseri larig digunakar untiit
pembelian lar,gsung, Tommy diduga.menggunukuosebugiar dâri ftLnï senilai Rp r7;
miliar _)ang dialo}asikan ke petani cengkeh. Sebanyak 3o persen dara teriebut
digunakan petqy 

9-e1gk9h, sedangkan 7o persen aiauga àiguïakan Tommy untuÀ
kepentingan pribadi. Walaupun secara formal penerbitan Kep-res dar Inpres iersebui
salr. namun secam matenij. substaDsi IGpptes dan lnpres tersebut )€ng menetapkan
BPPC sebagai pjmggaig monopoli dalam tata niagf cengkeh adjah-bertentangan
dengan Pasal g dan Pasal Bo lruD 1945.
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selain itu rnasih ada lagi Keppres yang jelas-jelas membuka peluang kepada norma di

ffï*'i;ïffiil;fi;Àff" pË"vi"ilp""eân sebelum keluar lGpples Nomor 50

"il,i'iil*i;ï";i';";;;;; 
fu;;',; r'ibatas i-aru li*l'.$ û!l4t.,oll liSY:

ËrrÏ t"i6it pp Nà'mcr 45 tahun r9q8 yang sengaja dite"bitkan untuk,menunlang
'ri6prl"J alti'p".ai v"ù" -"tpotu"i"Éka-à' pern"ùgutan retr-ibusi terhadap jalan

.-.rra Ppmrla membuat ketentuan yang rne;Ftakan masyarakat harus nembalar

ffiË';t"tli;il;p;il;'.iii;. Hi in'i ;elai bertentangan dcngan Lru Nomor 13

iTii,i iâàË',"i'jiïJ"m a- w Nomoi 14 tahun 1ee2. yang menyatakan ialan

#Ë; il;;";;ï;tt?but i"rmu"uk lulan nesara vans tidak boieh tiikenakan punsutan'

;ffi;""il-;àô; uitit au.i rnâsvarakat, stikerisasi swas*'a ci DIC Jakafia urung

dilalisanakan.

Selanjutnva contoh Keppres yang tidak berpihak pada rakyat adalù Keppres Nomor

ro tahun 1993 teotang p"rno"l.tun iusitiiut ttt"ait kepada anggota.DPR unhrk

;mË"'lir" É;J; peïiangan. Berilasarkan Keppres tèrsebut'. melalui dana AIBN

|ài;';î-;àï;i'R ;"b"til.risubsiJ np 3o luta unt'k mem-beii kendaraan pribadi'
ji;ËfrËii. ft^k 

*f*lt 
lt*. di kahl'an 

-seluruh 
angsoLa DPr- Padahal ànggota

i"îiË" î"ggr Ë"iu îi"uaurt '""nààpu**n 
gaji'- tunjangan' uang pakel' dan

h""hâç,i fâsilitâs lâirr. lanu u""ar vung diâmbil da"ri pos pengeluaran-APBN tersebut

âlfft;;*.&î-;.*u*t". "ub"ià'i 
t"paau ratqat' Masib ba.olak lagi kepptes-

;ï;"""';;;î;;; rcol ai "à 
p"rnl.itttut'"'i orde baru di bawah pirnpinan

;;:ii,ntË.?Ëil:Ë".t1' il"ppt*'Nt-or I tahun 1ee7 ten'lans koordinasi

ffi;"îtËàîË;il-;"ss;i sebasai Kota Mandiri' Keppres s2.talun rees

i"ri?"" n""r,l"-uti Pantai ijiara Jakirta 'lara 
Keppres 73 tâhun 1995 ieûta B

Peklariasi Pa-ntai KaPuk Niaga.

Berdasarkat garnbaËn di atas, namoaknva sistem hukurn nasional Incicnesia saat ini

;;;;-d;;' ^*"iuh vung sangâi uigen Reformasi huL.m nasional seal<an

-""Ë"t"r"l Ëebunt.ra,r katena berbagai "iembatasan dan keterba..âsan", yang antara

lain farena hal-hal sebagai berii'lt:

Pertarunqan F-epentingan PoliJik' Âtibat -.- pe4a+ngan , ,l"tb"gui
i;;:'ï;;il dl'i'iù 

";ï*- 
bukum seringkali cibansun tanpa mcmperhatikan

;";;.;; 'kebutuhan 63-'yaraL'ai uk-" 'u'u keâdilan' kemanfaatan dan

làpastiuo tt,.,f.--, namun orientasinya lebih kepada pemenuhan kepentingan

kelompoknya.

Orientasi Targct. Penrbangunan sistem hukum keralkali terlalu,tery1L-u luda

'llj"ï'î""*.- r..;a lane"dibuat dengan âLau lanpa bantusn dana.dari luar

;:*:;':,';;;î;" ;;in'g i"?rÀu"r dala à m' respon, perkembrn gan .hulu m l an g

terj'adi karcniàinamika mac1arakat.,Eng berada dl luar rencana KerJa'

Eso sektoral. Seiingkali suctu lembag,a peinerintahan men8eluarkan perâturan

'iil""-""'îl',' t"ti aoa-l.ah hal vuns'ïiàtutnyu itu masuk dalam Iingkup tugas

:i;;ik"";il;;;y^. oiuu upn'"ut't t"*uu*3 12in 5lrdah mengaturn\a 
'lalam 

suatu

çelinpkât- Kemudian.-i"ïUueu penegak bukum' dalam hal ini

ffuf,li;"t ''d";; - ài" ri;.tt"- egung'-seôlah enggan untuk membuka

t;ÏË#; 'Slui-r*"v" "kepada a'ili-Jli hul:.m dengan latâr beiakans

;:Ë;## t;il"ii.]"ïd',t ."i'j"ai Hakim non-karier atau Jaksa non-kârier'

Ikatan Romantisme Masa Ialu. Karena peratuan lang. ada mampu mengatasi

p-à.-"taJrt pada masa peraturan itu dibuat' maka pembuat peraturan

';;;;;;gg"p ba^hwa peraturan tersebut masih mampu mengatasi permasalahan
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yarg ada saat ini, oadaial nilai_nilai yang hidup di masyarakat pada masa la-dan saat ini.ielas sudah berbeda.
. Superioritas vs_ Inferioritas. Seringkali peinbuat peratuEn menganggap bahr..u!usan membual dan meno:l.ssi psi6ksâi"un p".n'tu"un nJul"tr'ulu"un p"ngu_.sehingga rakvat tirJak oerlJ ikur,campdr dtlarn pembuatarnya. sedangkan ral,l=berpikiran bchwa rnèmbual dan mcngawasi pelaksanaan perahrran âdaLjuruszrn penguasa, sehirlsea ralryat merasa tidàk pe.lu ikui campur dala_pembuatan peraturan.

Belerapa "pembarasaa dan keterbatasan" pembang'Jrran sistem hukum tersebutakhirnla mengakibatlan p"..""utu-r,"n ,iu't ,À f*!;"ËË#inTËtr antara làjr. Produhsi rnassal peraturan Derundang_undangan, sehingga cenderung tumpaitin<iih <ian kurang beikualiias;

' Peraturan perundans-undansar 
l.,ang ada tidak dapat memberikan kepasùanhukurn, akibat perkeÀbangan-ilmu pàng"t"h*" d;;i;i.;;i;;;'*'

. Pembuat pemturan tidak resnonsifterhadap dinamika maryar"akai, dan lebihmenekankaa pada nuansa màngatur dariËc" Ë;.;;il-kj"i,itTtl* .""yr.ut r_

' Ketida-ksingkrona! artûrâ ncrâtumn-di tingkat pusat dan di tingkat daeralLsehuburgan dengan pelat<ianaan uu oronimi 6;;;h,*' 
* -'*'

. Tidak adaala koordinasi di aniara lembaga_lembaga pemerintah dalammenetapkan pêraruran di sektornl,a raasùg__""ir?, il""À"1îË"iËii rrrop_stindihnya pemturan perundang_uldanganf
o l,emahnya sistenr iniormas dan dckumen_tasi hukum, sehingga menimbulkankesenja-'rsan pemaham- h"ku'o y,;À bià;; ËËTlË#ffifti".

maslarakat;
r Jaksa d.n pclisi cenderung tidak,mengiÀ-uti perkembangan ilmu pengetaÀuandan teknolosi, serta proses"rtemolc.atÉast ;htd;Ërâil;ï"#,iil puaupelalsanaan tugas mereka;
. Hakim kurangôerari menggali nilai_nilaiyang hiCup dan berkembang dimasyarep.at. sehinAF,a berbaeai oermasal"Ér.,i"kil dd;k d";;i'iËetesatkandengan baik di pengadilar;
c Stat'Js hukurn advokat yang tidakjelas, s-hingga mempengaru,,u. pelakanaanLugasiya dalam memberikan pemichan

'X#:itttrî?f 
fi :f ,gî""lf"lfl :f#-î:ffâi,i'"ff f,"f"'"iî:i"îâ:il'"

Berbagai permasa.la-ban banssa vang dihadapj saat ini khususnya dalam bidarshukum tentu harus disetesaika n 
", 

re6g6n 1un155 ;;iu1;i ;;;;ï;ËË",iour.i 
"i.r";hukum nasional berdasarkarr pancasîa agar t"."ipâ ï.iai"iiirrirï, , ur,, 
"".u.dengar nilai-nilai banssa rndonesia. oarim trJ i"i. àipJ.i"t"i^ii"a,.i *U"gi

. Terwujudnya nilai-nilai aeama dan nilai_nilai budala ba,ngsa sebagai sumberetika dan moral untuk beibuat baik dan menghindâri p"rlîuiun l"r""tu, 
"""t"perbuaran yang bertenrangan dengan r,rurn ain t uï oJÀffifi;. Nilai_nijaiagama dan nitai-nitai buJava uuig*.""i;i; bô;;k Ëili';ii"o*u,, a_menganjurkan untuk memÉeri 

",a],,r 
rcp"a" ..i"ïr""Ti""Ëir"iin"o", a_
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kesalahrrurva. Manusia sehadai makhlLrk sosial dan berbudaya pada dasarnya

Î l,l;; "-;*#'::;lH il*1.i :" vu;; : N tiJ iË"bi o"","iil eti ka van g e rar
kerndaïan.-, 

_ -...è*, ,,,v,dtias, maupun esteiika tang berhuburgrrn dËngan

. l,lalam reaiitas sosial, pengembangan,su.prentasi hukrim sangat tergdntùng padaempat komponeii, vaitu {a) 
^m_ater 

i t,"tirrr. Ol *."""î.i.".ira hutum. (c)aparatur hukum. dan (4) buoala nutium masyaral,at.
. Tatkala teriadi dilema antera materi, hukum, konflik diantan penegak hukum,

H:y1r1". sarana dan prasarana. hukum.-;il;;;d,i;;; ïuda)" hutummasryarakar. maka setiao orang lrnasyara kai ;_-;arai; iukum) harusmengembatikan pada iasa 
_ _t<àdian ^h,-,il;. ï'""lffiilil 

,urtny" 
tu"*

*âfr "iliyT#"fi:Tff*111r*.uFt: D"-iid;" ;;i;-à;;; puner"'bung
djru",;11i';Ëiî,;;';:Ëi i,TlT:r'Ë:*" 

masvarakat 
"uos"t 

il-àki" r"4?;j

IV. PENT]TUP

Berdasarkal uraian dalam bah neqffi256n di atas, dapat ditarlk kesimpulan bahwa

Ë'Ër{q'S#iffi ;a!,âi3;Lîî".f 
,,ffi'Ëf #i::ffiïHfi.l:lflTbatr'"k^Lsubstansi peraturan-peru-ndang-rlF.j,angall 

l,ang bernuansa KKN. Fal<torp€nyebab utananya <iikat enakan seoi apprecietion dalom p6.5qnhrk^:-umâ-lni 
Pancâsila dao truD r9a5 sebagai tnorjrn

=_*g""s3"reii;;À;"d;!*liili;Ëi,i"tr1,Hil3iîiï#*1;ymrancds a sebagai margin oroppieeiation pu.lo perriurt,*uàli'?pà_"ËilËrn"n; trtu_or Indonesia. --"*-: \l.\rrrudu6r

DAI-TARFUSTAI<A

-Vief, Barda l.lawawi. 2oog. Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d
Y:J:&.*,"'""'i Hukum N..oon..t ,ààâ, p"iiîrri iiiir." u"ei"i"i
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